PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141
Telp (0281) 635220, Faks. 0281-630869

Purwokerto, 30 April 2026 ’

Nomor : 400.3.3/22%2 [2026
Sifat . Penting

Lampiran -

Perihal . Rekomendasi ljin Pendirian

SPNF PKBM Bhineka Mandiri

Yth. Kepala DPMPTSP ‘
Kabupaten Banyumas
di
Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan tim
visitasi terhadap permohonan ljin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 bersama ini kami sampaikan sebagai
berikut :

Nama SPNF : PKBM Bhineka Mandiri

Program Layanan : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pekat B, Paket C
Pimpinan SPNF  : Astuti, S.Pd

Alamat SPNF : JI. Pesantren Grumbul Bulakan Rt. 06 Rw. 05 Desa Langgongsari
Kec. Cilongok
No. Telp./HP © 085226430227

Telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterbitkan ijin.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya
kegiatan PKBM dan atau mengalami perubahan lokasi atau pengurus.

sriBina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720530 199203 1 006

Tembusan :
Seksi Dikmas dan Kursus Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 500.16.7.2/024/DPMPTSP/PKBM-B/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PKBM BHINEKA MANDIRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

.

bahwa berdasarkan surat tanggal 13 April 2026 Nomor
28/YBM/J/11/2026 hal Permohonan Baru lzin Pendirian
PKBM, Ketua Yayasan Bhinneka Mandiri Al Karim
mengajukan ijin pendirian PKBM;

bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Banyumas tanggal 30 April 2026 Nomor
400.3.3/2232/2026 perihal Rekomendasi ijin pendirian
SPNF PKBM Bhineka Mandiri, permohonan ijin pendirian
satuan pendidikan nonformal PKBM Bhineka Mandiri telah
memenuhi  persyaratan administratif dan persyaratan
teknis sesuai peraturan perundangan-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang lzin Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal PKBM Bhineka Mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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‘hnmmn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
.'f’ahnn:zomtentang?enge!olaandm?enyelem

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyele
Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Huruf D)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Banyumas Nomor 8 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pelimpahan Kewenangan Pen

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupnn Banyumas Nomor 37




: Pemegang lzin sebagaimana dimaksud diktum KESATU
hmwadlhnn dan dilarang melakukan hal-hal sebagai

1. -Kewqpban

a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan

penyelenggaraan  pendidikan  nonformal  yang
ditetapkan Pemerintah;

b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan
akses dengan pendidkan bagi masyarakat kurang
mampu sesuai dengan peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku;

c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan
dan  kesehatan lingkungan pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan;

d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan
dan/atau perUndang-Undangan yang berlaku yang
dikeluarkan oleh Pemerintah;

e. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam
rangka membangun karakter dan nasionalisme;

f. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang
memadai;

g. Menyediakan Alat Peraga Edukasi luar dalam dan
sarana belajar lainnya;

h. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai; 1
i. Mempunyai stempel lembaga pendidikan; s
j. mMmmm '
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. _ 1 yang dapntdlpertanggundmbkan

- 3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan >
Mﬂd Nasional sesuai peraturan perundangan yang

Dberlaku  selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak

keputusan ini dikeluarkan;

4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan

LA pendirian lembaga;

"W 5. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5 Ditetapkan di : Purwokerto 3
Pada tanggal : 6 Mei 2026
a.n BUPATI BANYUMAS *

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PE!,.MEANAN TERPADU SATU PINTU -

N ONDENT L,
.. RONI HIDAYAT

Tembusan : (ﬂ

\ 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 5 !
' 2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian

Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan !(ebudayaan Prw,inai..lnwa'rm
4. Kupnln Dinas andidmmu ten Tk
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